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ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk di
Kecematan Brondong Kabupaten Lamongan.” Ini merupakan hasil penelitian
yang menjawab rumusan masalah bagaimana kebijakan pengupahan tenaga kerja
terhadap kesejahteraan karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara
kepada informan dalam penelitian ini yaitu pengelola kebijakan pengupahan
tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) Kebijakan Pengupahan Tenaga
Kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan PT. HM. Sampoerna Tbk di Kecmatan
Brondong Kabupaten Lamongan ini yang sudah teratur dalam UU Ketenagakerjaan
dan PKB (perjanjian kerja bersama) yang dibuat dan disepakati oleh karyawan
dengan perusahaan. (2) Kesejahteraan Karyawan PT. HM. Sampoerna Thk di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan vyaitu Selain memberikan upah
perusahaan juga memberikan beberapa jaminan kesehatan, jaminan kecelakan,
jaminan kematian, jaminan keluarga, BPJS, uang pesangon kalau bekerja
bertahun-tahun di perusahaan tersebut, jamsostek, jaminan kelahiran, cuti
haid, THR (tunjangan hari raya), THT (tunjangan hari tua), cuti
tahunan, natal, lebaran, parsel, uang bonus dan ada juga biaya pendidikan untuk
anak karyawannya yang berprestasi atau mendapatkan beasiswa, kalau anak yatim
dapat sembako dan uang.

Terkait dengan analisis kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam
meningkatkan kesejahteraan karyawan PT. HM. Sampoerna Thk di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan secara keseluruhan bisa dikatakan dalam
kesejahetaan karyawan, sebagaiman perusahaan dan pimpinan PT. HM.
Sampoerna Tbhk di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini untuk
mempertahankan kedua variabel yang menjadi penelitian ini yaitu pengupahan
tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
karyawannya.

Kata Kunci: Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja, Kesejahteraan Karyawan,
PT. HM. Sampoerna Thbk.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja
menjadikan pemerintah membuat kebijakan mengenai pengupahan,
dikarenakan perusahaan memberikan upah tidak sesuai dengan perjanjian
kerja atau melebihi jam kerja produktivitas. Hubungan antara pengusaha
dengan pekerja mengalami perbedaan yang cukup kuat mengenai persepsi
kepentingan masing-masing pihak untuk mencapai kebutuhan. Pada
kenyataannya pekerja memperoleh upah yang tidak layak, sehingga
pekerja tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan melakukan
demonstrasi ke pemerintah untuk membuat peraturan mengenai
pengupahan dan kesejahteraan karyawan.*

Dalam kesempatan ini pemerintah campur tangan dengan
perusahaan dan buruh terhadap perusahaan mengenai penetapan upah
minimum. Dalam hal ini pemerintah pusat memberi wewenang kepada
pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah
daerah berwenang untuk menetapkan besaran upah minimum regional baik
pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota guna untuk melindungi hak-
hak buruh dan mewujudkan kesejahteraan karyawan.? Pemerintah daerah
membuat peraturan pemerintah mengenai kebijakan pengupahan untuk

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang terdapat dalam Peraturan

! Maria Farida Indrati S, llmu Perundang-undangan (1), Kanisius (Yogyakarta: 2007), hal 180.
2 1bid 180.



Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang kebijakan pengupahan bab Il
pasal 3 dijelaskan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian
dan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi pekerja atau
mensejahteraan karyawan dan keluarganya. Dalam kebijakan pengupahan
menurut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dijelaskan bahwa
upah sebagiamana di maksud pada ayat (1) meliputi:
a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar
pekerjaan;

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
g. Denda dan potongan upabh;
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i.
Struktur dan skala pengupahan yang proposional; j.
Upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.?

Dalam undang-undang peraturan pemerintah bab 1l pasal 4
dijelaskan bahwa penghasilan yang layak. Ayat (1) Penghasilan yang
layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari

hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup

3 Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengupahan, “Bab Il Pasal 3”.



Pekerja/Buruh dan Keluarganya secara wajar. Ayat (2) penghasilan yang
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. Upah; dan

b. Pendapatan non Upah.*

Pengupahan menurut peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
merupakan suatu imbalan yang diperoleh dari hasil pekerja dalam
melakukan pekerjaan baik dalam bidang barang dan jasa maupun dalam
bidang produktivitas yang diberikan pengusaha untuk pekerja setelah
melakukan  pekerjaan.  Dalam  perusahaan,  pemberian  upah
mempertimbangkan pekerja dalam menyelesaikan produktivitas sebagai
hasil pencapaian suatu pekerjaan. Pekerja berhak memperoleh penghasilan
yang layak untuk kebutuhan hidupnya.s

Kebijakan pengupahan tenaga kerja yang baik bukan hanya penting
pada tarif penarikan tenaga kerja saja. Tetapi kebijakan mengenai
kenaikan pangkat atau promosi yang baik harus menjamin pula bahwa
besarnya gaji dan upah untuk tiap-tiap pekerjaan harus didasarkan pada nilai
barang (harga) pekerjaan itu. Penggajian dan pengupahan itu tidak
tergantung dengan pangkat atau jabatannya tinggi, tetapi tergantung
dengan pekerjaan kepada pekerjanya di perusahaan tersebut. Dengan

demikian, wajar jika perusahaan memberikan perhatian yang cukup

4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan: “Bab Il Ayat (1) dan (2), Bab
111 Penghasilan Yang Layak Pasal 1V Ayat (1) dan (2)”.
> Widodo Suryandono, Asas-asas Hukum Perburuhan (Depok: Universitas Indonesia, 2014),

hal.105.



kepada kebijakan penggajian dan pengupahan yang baik pada tenaga kerja
di perusahaan tersebut.®

Pengembangan sistem pengupahan merupakan salah satu cara yang
ditempuh dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh
perusahaan. Pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan akan mengakibatkan kekecewaan pada karyawan, hal ini dapat
menyebabkan penurunan produktivitas karyawan. Fakta yang pernah kita
lihat atau yang pernah kita dengar adalah demontrasi para karyawan yang
menuntut untuk kenaikan gaji serta perbaikan kesejahteraan karyawan.’

Pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengupahan
mempunyai tujuan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan dengan
kependudukan mengenai kualitas dan kuantitas pekerja tehadap penawaran
tenaga Kkerja, dalam hal ini pemerintah melakukan pembenahan
perencanaan serta berfikir dalam jangka panjang terhadap persoalan
ketenagakerjaan. Dengan demikian diperlukan sistem pengupahan yang
memadai sebagai alat kontrol bagi perusahaan dalam menunjang
efektivitas kinerja perusahaan.®

Tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusomo adalah semua
orang yang melakukan suatu pekerjaan, meliputi bekerja untuk dirinya

sendiri, keluarga, yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja

6 Zulaika Aquarisma Nurhayati, Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian dan Pengupahan
Terhadap Karyawan (Palembang: STIE Mura Lubukkinggau, 2017), hal 23.

" Ibid 24.

8 Abdul Rajak Fidmatan, Analisis Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Outsourcing (Ambon: IAIN
Ambon, 2018), hal 10.



bertujuan untuk menerima upah.® Mengingat pentingnya peran tenaga
kerja dalam kehidupan dunia kerja maupun kehidupan bangsa, maka
pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur segala sesuatu yang
berkenan dengan ketenagakerjaan. Dalam mencapai tujuan suatu
perusahaan, maka perusahaan diharuskan untuk membangun kerjasama
antara perusahaan dan karyawan dengan cara memenuhi kebutuhan seperti
pemberian upah layak tenaga kerja, bonus ketika lembur, tunjangan
kesehatan atau jaminan sosial. Dengan hal ini karyawan merasa lebih
nyaman dan diperhatikan oleh perusahaan sehingga karyawan semangat
kerja dalam pencapaian target produktivitas.

Karyawan adalah modal yang penting dalam perusahaan sehingga
karyawan perlu adanya pengelolaan supaya tetap produktif. Dalam
melakukan pengelolaan karyawan hal yang cukup sulit untuk dilakukan,
dikarenakan mereka mempunyai perasaan, keinginan, status dalam
pencapaian sosial, latar belakang yang berbeda disetiap individu. Oleh
karena itu perusaahan harus mampu mendorong supaya tetap produktif
dalam mengerjakan tanggung jawabnya.

Kesejahteraan dalam karyawan sangat dibutuhkan untuk membuat
karyawan semakin termotivasi menyelesaikan pekerjaan, mewujudkan suatu
tujuan dalam memperoleh kepuasan, mendorong keinginan individu dalam
melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

perusahaan. Sebagai pimpinan perusahaan harus menyadari adanya

® Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan (Jakarta: PT. Pembangunan,1985).



B.

kesejahteraan karyawan, dengan hal ini cara perusahaan dalam
membranding perusahaan melalui karyawan dengan memenubhi
kesejahteraan karyawan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan.

Karyawan dapat merasakan nyaman apabila perusahaan memberikan
jaminan kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) BPJS,
jaminan hari tua, asuransi keselamatan kerja, dana pendidikan diberikan
kepada anak karyawan yang berprestasi.

Dalam penelitian sebelumnya pada PT. Sampoerna Thbk ini
mengangkat kepuasaan karyawan. Bahwa upah yang diberikan oleh
perusahaan kepada karyawan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga
peneliti tertarik meneliti pada PT. HM Sampoerna Tbk di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan dengan judul “Analisis Kebijakan
Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan
pada PT. HM Sampoerna Thk”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Ildentifikasi

Penjelasan dari latar belakang di atas yang menjadi identifikasi
permasalahan adalah sebagai berikut:
a. Penetapan upah minimum regional terhadap kinerja karyawan.
b. Sistem pengupahan dalam produktivitas karyawan.
c. Kebijakan pengupahan tenaga kerja PT. HM. Sampoerna Tbk di

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.



d. Kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam meningkatkan
kesejahteraan karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Batasan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, terlihat beberapa
masalah yang ada. Agar penelitian lebih fokus maka peneliti
memberikan batasan masalah, yaitu:

a. Kebijakan pengupahan tenaga kerja PT. HM. Sampoerna Tbk di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam meningkatkan
kesejahteraan karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang
didapatkan peneliti adalah:
1. Bagaimana kebijakan pengupahan tenaga kerja PT. HM Sampoerna

Tbk di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam meningkatkan
kesejahteraan karyawan PT. HM Sampoerna Tbk di Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan?



D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang pengupahan tenaga kerja telah

dilakukan, seperti penelitian lain yang dilakukan oleh:

1. Maryam Nurul Aini. (2014), “Hubungan motivasi kerja dengan
kepuasan kerja karyawan pada PT. Sampoerna Printpack, Cakung,
Jakarta Timur.” Hasil dari penelitian ini adalah:

Bahwa PT. Sampoerna Printpack yang diberikan oleh perusahaan
tersebut kepada karyawan. Bahwa upah yang diberikan oleh
perusahaan kepada karyawan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,
mengadakan pelatihan-pelatihan kepada karyawan, memberikan
asuransi kesehatan sosial (BPJS), serta memberikan rasa aman dan
nyaman kepada karyawan baik dari segi tempat maupun dari segi
hubungan karyawan antara karyawan dengan atasan perusahaan.
Persamaan dari peneliti terdahulu adalah: meneliti hubungan motivasi
kerja dengan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan peneliti sekaranag
lebih fokus pada menganalisis kebijakan pengupahan tenaga kerja
terhadap kesejahteraan karyawan. Sedangkan peneliti terdahulu bahwa
upah yang diberikan oleh perusahan kepada karyawan sesuai dengan
upah provinsi kabupaten/kota dan karyawan merasa puas saat upah
yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan karyawan

juga mendapatkan asuransi kesehatan.*

10 Maryam Nurul Aini, “Hubungan Motivasi Kerja Dengan Kepuas Kerja Karyawan,” Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Manajemen 2, no. 2 (2014): 66.



2. Angelika P. Pattiwael, Vicktpr P.K Lengkong dan Rita N. Taroreh.
(2017), “Penerepan sistem pengupahan karyawan ahli daya pada PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk Manado” hasil dari penelitian ini
adalah:

Bahwa PT. Indofood upah minimum yang diterima sesuai dengan
provinsi yang sudah ditetapkan. Untuk mensejahterakan karyawan
sendiri belum sepenuhnya menerima hak yang seharusnya mereka terima
dan untuk jaminan sosial sendiri pada karyawan belum menerima,
seperti halnya jaminan BPJS, kesehatan, karena BPJS masih dalam
proses untuk asuransi usia lanjut untuk diberikan ketika karyawan sudah
tidak bekerja lagi atau masa kerjanya sudah habis. Persamaan dari
peneliti terdahulu adalah: sama-sama meneliti tentang penerapan sistem
pengupahan karyawan ahli daya. Sedangkan perbedaan peneliti yang
sekarang lebih fokus pada menganalisis kebijakan pengupahan tenaga
kerja dalam perspektif peraturan pemerintah tentang pengupahan.
Sedangkan peneliti terdahulu bahwa upah yang diterima sesuai dengan
provinsi dan mensejahterakan karyawan dan menerima hak yang
seharusnya mereka terima seperti asuransi BPJS.*

3. Devi Tri Rahayati Retnaningtyas, Moch Dzulkirom A.R dan
Muhammad Saifi. (2015), “Analisis sistem dan prosedur penggajian

dan pengupahan dalam upaya mendukung pengendalian intern

11 Angelika P. Pattiwael, Vicktor P.K Lengkong dan Rita N. Taroreh. Penerapan Sistem
Pengupahan Karyawan Ahli Daya Pada PT. Indofood Sukses Makmur Thk Manado (Manado:
Universitas Sam Ratulangi, 2017), hal. 1520.
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perusahaan (studi kasus pada perusahaan kacang sanghai “gangsar”
ngunut tulungagung)” hasli dari penelitian ini adalah:

Dapat diketahui bahwa sistem penggajian dan pengupahan. Namun
fungsi yang terkait belum menjalankan tugasnya dengan baik terlihat
dari fungsi pencatatan waktur hadir kurang melakukan pengawasan
proses check clock yang dilakukan oleh karyawan prosuksi. Persamaan
dari penelitian terdahulu adalah: meneliti tentang sistem prosedur,
penggajian, pengendalian intern. Sedangkan perbedaan peneliti yang
sekarang leboh fokus tentang menganalisis kebijakan pengupahan,
tenaga kerja dalam perspektif peraturan pemerintah tentang pengupahan.
Sedangkan peneliti terdahulu untuk mengetahui sistem dan prosedur
penggajian dan pengupahan pada perusahaan.*?

4. Zulaika Aquarisma dan Yuli Nurhayati. (2017), “Analisis Sistem
Pengendalian Intern Penggajian dan Pengupahan Terhadap Karyawan
PT. Bumi Beliti Abadi Kabupetem Musi Rawas” hasil dari penelitian ini

adalah:

Dalam perusahaan ini, sistem penggajian dan pembayaran gaji
karyawan, bahwa ada tugas anatara pembuatan penggajian dan
pembayaran gaji karyawan sering terjadinya kesalahan dalam
perhiitungan dan masih ada daftar upah yang tidak ada diotorisasi oleh

fungsi personalia yang dapat menyebabkan kecurangan dalam

12 Devi Tri Rahayu Retnaningtyas, Moch Dzulkirom A.R dan Muhammad Saifi. Analisis Sistem
Prosedur Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern
Perusahaan Gangsar Tulungagung (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hal. 06.
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perhitungan upah karyawan di PT. Bumi Beliti Abadi Kabupaten Musi
Rawas. Persamaan dari penelitian ini adalah: meneliti tentang analisis
sistem pengendalian intern penggajian dan pengupahan terhadap
karyawan dan sama-sama menggunakan metode deskriptif. Sedangkan
persamaan dari peneliti yang sekarang lebih fokus tentang
menganalisis kebijakan pengupahan teenaga kerja dalam perspektif
peraturan pememrintah tentang pengupahan. Sedangkan peneli terdahulu
bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern atas
penggajian dan pengupahan terhadapn karyawan di PT. Bumi Beliti
Abadi Kabupaten Musi Rawas.*

5. Hendy Harijanto dan Muhammad Nurul Hafiz. (2016), ‘“Sistem
Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Samuderanayaka
Grahaunggul” hasil dari penelitian ini adalah:

Secara umum bahwa ketentuan pengupahan perusahaan
outsourcing yang diperlakukan PT. Sangu terhadap tenaga Kkerja
outsourcingnya telah memenuhi aspek-aspek syariah Islam, antara lain
ditinjau dari perjanjian kerjanya. Karena masalah upah yang sudah
diputuskan oleh mereka yang sudah mengadakan perjanjian kerja.
Dalam melaksanakan perjanjian kerja, PT. Sangu memberika kejelasan
kepada tenaga kerja outsourcing baik dari aspek bentuk dan jenis
kerjanya, masa kerjanya, maupun upah yang diberikan sebagaimana

dengan syariat Islam sangat menekankan dalam hal pengupahan harus

13 Zulaika Aquarisma dan Yuli Nurhayati. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian dan
Pengupahan Terhadap Karyawan PT. Bumi Beliti Abadi Kabupaten Musi Rawas (Palembang:
STIE Mura Lubuklinggau, 2017), hal. 28.
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dengan rasa keadilan dan tidak ada unsur kedzaliman. Persamaan dari
penelitian terdahulu adalah: sistem pengupahan dalam perspektif
ekonomi Islam pada perusahaan sama-sama menggunakan pendekatan
deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian yang sekarang lebih fokus
menganalisis kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam perspektif
peraturan pemerintah tenatng pengupahan. Sedangkan peneliti
terdahulu bahwa pengupahan yang diberikan kepada tenaga kerja
outsourcing di PT. Sangu mengikuti peraturan yang ada di perusahaan
pengguna jasa outsourcing (Klien). Aturan yang diikuti oleh PT. sangu
dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah
tenaga kerja outsourcing. Upah pokok karyawan yang tidak ada
pemotongan oleh PT. Sangu. Adapun pemotongan dari upah pokok
karyawan hal itu di gunakan untuk jaminan sosial berupa BPJS sebesar
2% dan 4% nya menjadi beban perusahaan yang pengguna jasa.*

6. lradatul Qudus, Muhammad Saifi dan Maria Goretti Wi Endang N P.
(2015), “Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (studi pada PT. Sun
Star Motor Malang)” hasil penelitian ini adalah:

Secara dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang
diterapkan pada PT. Sun Star Motor Malang terbagi menjadi dua unsur
yaitu pengupahan dengan karyawan kontrak dan training dan

pengupahan karyawan harian lepas. Persamaan dari penelitian

14 Hendy Harijanto dan Muhammad Nurul Hafiz. Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi
Islam Pada PT. Samuderanayaka Grahaunggul (Tangerang-Banten: STES, 2016), hal. 22.
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terdahulu adalah: sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan,
pengendalian intern sama-sama menggunakan metode deskriptif.
Sedangkan perbedaan peneliti yang sekarang lebih fokus menganalisis
kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam perspektif peraturan
pemerintah tentang pengupahan. Sedangkan peneliti terdahulu bahwa
sistem akuntansi penggajian dan pengupahan sudah cukup baik tetapi
masih terdapat beberapa kekurangan sehingga belum dapat tercipta

pengendalian intern yang baik bagi perusahaan.'s

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini

pertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui kebijakan pengupahan tenaga kerja PT. HM

Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong Kabupetan Lamongan.

. Untuk menganalisis kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam

meningkatkan kesejahteraan karyawan PT. HM Sampoerna Tbk di

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Pengupahan

Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan PT. HM

Sampoerna Thk di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

15 1bid. 23.
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1. Manfaat Umum
Hasil penelitian ini yang diharapkan untuk menambah wawasan
serta ilmu yang di dapatkan berbagai literatur ekonomi yang ada pada
saat ini. Khususnya Analisis Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja.
Selain itu, peneliti mengharapkan dalam pengupahan tenaga kerja
sebagaimana harus sesuai dengan upah yang sudah ditentukan.
2. Manfaat Bagi Tenaga Kerja
Dari adanya hasil penelitian ini memanfaatnya agar kedepannya
karyawan lebih mengetahui sistem kebijakan pengupahan tenaga kerja
supaya karaywan mampu mencapai target dan tujuan dalam
meningkatkan kesejahteraan dalam karyawan.
3. Manfaat untuk penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta
pemahaman bagi peneliti selanjutnya terkait dengan bagaimana
kebijakan  pengupahan tenaga kerja dalam  meningkatkan
kesejahteraan karyawan.
G. Definisi Operasional
1. Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja
Menurut pasal 1 ayat 30 UU No.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang
diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada

pekerja yang dibayarkan dan ditetapkan sesuai dengan perjanjian



2.
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kerja, kesepakatan, ataupun perundang-undangan, tunjangan bagi
pekerja atas jasa yang telah dilakukan.

Kebijakan pengupahan tenaga kerja yang baik bukan hanya
penting pada tarif penarikan tenaga kerja saja. Tetapi kebijakan
mengenai kenaikan pangkat atau promosi yang baik harus menjamin
pula bahwa besarnya gaji dan upah untuk tiap-tiap pekerjaan harus
didasarkan pada nilai barang (harga) pekerjaan itu. Penggajian dan
pengupahan itu tidak tergantunsg dengan pangkat atau jabatannya
tinggi, tetapi tergantung dengan pekerjaan kepada pekerjanya di
persusahaan tersebut. Dengan demikian, wajar jika perusahaan
memberikan perhatian yang cukup kepada kebijakan penggajian dan
pengupahan yang baik pada tenaga kerja di perusahaan tersebut.
Kesejahteraan karyawan

Suatu tolak ukur perusahaan dalam mencapai keberhasilan
perusahaan dilihat dari laba yang diperoleh perusahaan serta
kesejahteraan karyawannya. Dalam hal ini karyawan mempunyai
peran penting bagi perusahaan karena mereka yang memproduksi dari
barang mentah menjadi bahan jadi, Kesejahteraan dalam karyawan
sangat dibutuhkan untuk membuat karyawan semakin termotivasi
menyelesaikan  pekerjaan, mewujudkan suatu tujuan dalam
memperoleh  kepuasan, mendorong keinginan individu dalam
melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan.

Sebagai pimpinan perusahaan harus menyadari adanya kesejahteraan
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karyawan, dengan hal ini cara perusahaan dalam membranding
perusahaan melalui karyawan dengan memenuhi Kkesejahteraan
karyawan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yang
langsung terjun kelapangan merupakan penelitian yang menggali data
sumber dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT. HM
Sampoerna Thk Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dimana
penelitian ini mengambil data penelitian tentang Analisis Kebijakan
Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

2. Sumber data

Untuk menjawab masalah yang ditanyakan oleh penelitian kepada
yang diteliti, dalam permasalahan yang diteliti perlu menggunakan
metode penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
sebagai berikut:

a. Data primer
Data primer adalah suatu data yang diperoleh peneliti yang
langsung dari sumber aslinya atau langsung terjun dari lapangan
untuk menjawab masalah penelitiannya yang secara khusus.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam

dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti
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bersumber dari PT.HM. Sampoerna Thk di Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada
pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan melakukan
kajian pustaka, seperti berbentuk literatur atau dari buku-buku
yang berkaitan dengan permaslahan yang sedang diteliti.
3. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data yang dilaksanakan dari lokasi penelitian dan
sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun dengan
pemaparan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Metode Wawancara
Metode ini akan dilakukan dalam bentuk tanya jawab langsung
kepada narasumber yang sebagai karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk
tersebut. Dengan memakai instrument yang sesuai dengan pedoman
wawancara atau yang sudah disediakan daftar pertanyaan yang telah
disusun secara terstruktur dan terbuka. Selain itu, peneliti pun
menggunakan alat pendukung lainnya berupa alat perekam, kamera,
dll. Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber/responden yaitu
atasan/karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan.
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b. Metode Observasi

Dimana observasi merupakan salah satu cara melalui cara
dengan mengamatan serta penelitian mengenai fenomena yang
akan diteliti. Melalui metode observasi sebagai salah satu bentuk
pengumpulan data yang benar-benar membuat peneliti terlibat
dalam keseharian dari responden atau informan.** Peneliti hanya
untuk melihat dan mencatat kegiatan yang ada di perusahaan PT.
HM. Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan. Observasi dilakukan dengan cara wawancara dengan

subjek penelitian.

. Metode Dokumentasi

Sebuah proses yang akan dilakukan untuk pengambilan data
yang akan dibutuhkan oleh peneliti.'” Metode dokumentasi ini
merupakan metode suatu pengumpulan data yang asalnya dari
sumber manusia. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang
berupa tertulis, audio, dan gambar (foto), kemudian salah satunya
pengumpulan data hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti,

sehingga menghasilkan data valid dan bukan dari hasil pemikiran.

18 1bid. 131.

17 Surharsimy Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jilid 11, (Yogyakarta:
Rineka Ciptaa, 1998), hal. 263.
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4. Teknik Pengolahan Data
Dalam metode penelitian kualitatif, suatu pengolahan data yang
dapat dilaksanakan meskipun data tersebut belum terkumpul semua,
atau bisa dikatakan data sementara. Kemudian data sementara itu
dapat diolah dan dianalisis. Adapun pengolahan pada penelitian ini
terdiri dari sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Dalam melakukan reduksi data peneliti harus memilah dan
melakukan transformasi pada data mentah yang sudah terancang
dalam catatan penelitian yang ada pada penelitian. Mereduksi data
sama halnya dengan memilah atau merangkumhal-hal yang penting
dari hasil pengumpulan data untuk dijadikan dalam suatu konsep.
Hasil dari wawancara dengan bagian HRD (human resource
departement) dan karyawan bagian produksi yang sudah dipilih dan
ditentukan terlebih dahulu dalam memfokuskan terkait dengan
kebijakan pengupahan PT. HM. Sampoerna Tbhk di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan.
b. Data Display
Selanjutnya setelah tahap reduksi, langkah selanjutnya dengan
tahap proses data display. Pada penelitian kualitatif bentuk data
display bersifat naratif. Peneliti akan dimudahkan dalam

memahami apa saja yang sudah terjadi sehingga peneliti akan
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mudah melanjutkan ke rencana kerja selanjutnya denagn adanya
Teknik display data.

Hasil dari reduksi data tersebut kemudian dikelompokkan
sesuai dengan pembahasan tema yangada, dan dirangkai dalam
bentuk narasi mengenai Analisis Kebijakan Pengupahan Tenaga
Kerja Analisis Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan PT. HM Sampoerna Tbk
di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang dilakukan
secara sistematis dengan perolehan data melalui hasil dari wawancara,
observasi serta dengan dokumen dan arsip dengan mengelompokkan
ke dalam satu susunan maka dapat membentuk suatu kesimpulan yang
peneliti atau pembaca mudah dalam memahami isinya. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif
yang memiliki tujuan agar mengetahui dan menjabarkan terkait dengan
analisis kebijakan pengupahan tenaga kerja dalam meningkatkan
kesejahteraan karyawan PT. HM. Sampoerna Thk di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan. Adapun data-data yang diperoleh
melalui hasil wawancara dengan informan maka penelitian yang sudah
dipilih dan ditentukan, yaitu bagian HRD (human resource
departement) dan karyawan bagian produksi. Dalam menganalisis data

secara keseluruhan dengan hasil data yang didapatkan dengan
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menggunakan metode deskriptif analisis yang menjelaskan terkait

dengan pokok-pokok permasalahan beserta analisis data yang

diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini merupakan rangkaian yang menjelaskan poin-pion

yang terdapat dalam penulisan atau pemahaman terhadap penelitian yang

akan diajukan. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang ditulis

secara sistematis, yang disusun sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

Pendahuluan

Di dalam bab pertama, berisi mengenai pendahuluan yang
merupakan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kerangka Teoritis

Bab kedua menguraikan landasan teori, Teori Kebijakan
Pengupahan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan karyawan.
Pada bab ini yang mana berisi tentang teori pengupahan
dan kebijakan pengupahan tenaga kerja, teori kesejahteraan

karyawan.



BAB IlI

BAB IV

BAB V
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Data Penelitian

Bab ketiga ini menjelaskan Data Penelitian Kebijakan
Pengupahan Tenaga Kerja Dalam  Meningkatkan
Kesejahteraan Karyawan. Pada bab ini akan diuraikan
mengenai kebijakan pengupahan di lokasi penelitian,
kesejahteraan karyawan. Dari gambaran umum kemudian
mampu digunakan sebagai gambaran dasar dalam
menganalisa temuan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat ini berisi hasil penelitian tentang bagiaman
kebijakan pengupahan tenaga kerja Dalam Meningkatkan
kesejahteraan karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Penutup

Pada bab terakhir atau penutup, merupakan bagian dari
akhir yang berisi dalam pembahasan untuk menguraikan
kesimpulan dan penjelasan yang sudah dibahas oleh

peneliti dan memberikan saran dari penelitian.



BAB I1

TEORI KEBIJAKAN PENGUPAHAN DAN TENAGA KERJA

TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN

A. Konsep dan Teori Kebijakan Pengupahan

1.

Definisi Upah

Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap
paling penting, sehingga melalui jasa tenaga kerja, inilah sumber daya
alam dapat berubah menjadi hasil produksi yang lebih bernilai. Untuk
itu, atas pengorbanan dan kerjanya sebagai buruh/karyawan berhak
mendapatkan balas jasa dari majikan atau atasan perusahaan berupa
penghasilan dalam bentuk upah. Upah yang dapat diartikan sebagai
berikut, hak yang diterima oleh pekerja berupa imbalan dalam bentuk
uang atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh/karyawan
terhadap perusahaan berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja dan
peraturan kerja.®

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dijelaskan sebagai
harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi
kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan
imbalan atas jasanya yang disebut upah.*®* Sedangkan menurut Sadono
Sukirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh

berbagai bentuk jasa yang sudah disediakan dan diberikan oleh tenaga

18 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam. Jilid, 2, hal. 361.

19 |bid. 361.
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kerja kepada pengusaha.?® Sedangkan menurut T. Gilarso menjelaskan
bahwa upah sebagai balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja
manusia, yang secara umum mencakup gaji, honorarium, uang lembur,
tunjangan, dan lain-lain.?

Pengertian upah menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 “upah adalah suatu penerimaan
sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan
atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dan dinyatakan atau dinilai
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau
peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan
baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya”.??

Secara lebih jelasnya menurut pengertian tentang upah yang
sudah dipaparkan atau sudah dibentuk dalam Undang-undang nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Upah didefinisikan sebagai
hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

20 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi 111 (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), hal. 350.

21T, Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 211.

22 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Pasal 1.
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pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.? Pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan atau jasa telah atau yang akan dilakukan.?

Selian upah, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk
menunjukkan bahwa upah itu maknanya sama. Secara umum, para ahli
ekonomi, menurut Jusmaliani dan Sondang P. Siagian dalam buku
mereka dijelaskan bahwa istilah sistem upah. Upah dan gaji menurut
mereka merupakan salah satu imbalan, disamping imbalan dalam bentuk
lain seperti insentif bonus, tunjangan dan fasilitas sosial lainnya.?

Menurut Handoko, sebagaimana dikutip oleh Edy Sutrisno
kompensasi dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diterima oleh
karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat

diberikan dalam berbagi macam bentuk yaitu: pertama pemberian

23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian
Kedua: Pengupahan.

24 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab |
(Ketentuan Umum) pasal 1.

25 Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 116-127;
Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 252-

284.
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uang, seperti gaji, tunjangan dan intensif, kedua pemberian material
dan fasilitas, dan ketiga memberi kesempatan berkarir yang awalnya
karyawan sehingga menjadi seorang atasan perusahaan. Gaji sendiri
dapat diartikan suatu kompensasi bentuk pembayaran kepada
karyawan atau pekerja secara periodik. Sedangkan upah sendiri dapat
diartikan suatu kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil kerja
tertentu, tidak secara periodik. Tunjangan dapar diartikan suatu
kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan, karna karyawan
sudah dianggap ikut berpartisipasi dengan baik untuk mencapai tujuan
perusahaan. Intensif adalah kompensasi khusus yang diberikan
perusahaan kepada karyawan, karena keberhasilan atau prestasi kerja di
perusahaan.?®

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak
diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan
organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja,
jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang
diberikan.?

Dari beberapa definisi tentang upah di atas maka dapat
disimpulkan bahwa, upah itu banyak makna yang berbeda tetapi
memiliki maksud yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa, upah
dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah diberikan oleh

tenaga kerja dari sebuah perusahaan. Berdasarkan lamanya jam kerja

26 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 183.
27 \/eithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 351.
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dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara
pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.
2. Jenis-jenis Upah
Menurut G. Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan dan
menjelaskan, bahwa jenis-jenis upah meliputi sebagai berikut:?
a. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang
yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai
imbalan atas jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri
atau perusahaan ataupun dalam organisasi kerja, dimana dalam
upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain
diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah
uang (money wages), sehubungan dengan wujudnya yang memang
sama berupa uang secara keseluruhan.

b. Upah nyata (real wages)

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima
oleh seseorang yang berhak menerimanya. Upah nyata ditentukan
oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari:

1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;

2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

28 Kartasapoetra, G., Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila (Jakarta: Sinar
Grafika, 1998), hal. 100.
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Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau
fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah
uang yang bernilai rupiah dari fasilitas dan barang tersebut.

Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja atau
karyawan sendiri itu relatif cukup untuk membiayai keperluan
hidupnya yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja
yang di dapat dipenuhi melainkan juga sebagai dari kebutuhan sosial
keluarganya. Misalnya pendidikan, bahan pangan dan beberapa
kebutuhan yang lainnya.

. Upah minimum

Upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok
termasuk tunjangan tetap yang sudah ditetapkan oleh
kota/kabupatennya masing-masing. Sedangkan pendapatan yang
dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam
hubungan ketenagakerjaan.

Upah wajar

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha
dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang
diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan

perjanjian kerja diantara mereka.
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3. Komponen Upah
Hal-hal yang termasuk dalam komponen upah adalah sebagai
berikut:?
a. Upah pokok
Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada
pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya
ditetapkan oleh besarnya perjanjian.
b. Tunjangan tetap
Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur
berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja
dan keluarganya yang dibayarkan bersama dengan upah pokok
seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, dan tunjangan
perumahan.
c. Tunjangan tidak tetap
Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara
langsung maupun tidak langsung yang berakaitan dengan pekerja
dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta
dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.
Sedangkan yang tidak masuk komponen upah adalah sebagai

berikut:

29 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990
tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.
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a. Fasilitas, yaitu kenikmatan dan kenyamanan dalam bentuk
nyata, karena hal-hal yang bersifat khusus atau meningkatkan
kesejahteraan buruh/karyawan.

b. Bonus, yaitu pembayan yang diterima pekerja atas hasil dari
keuntungan perusahaan atau karena pekerja berprestasi
melebihi  target produksi yang normal atau Kkarena
meningkatkan produksi.

c. Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya.

4. Sistem Pemberian Upah
Ada beberapa cara atau sistem pemberian upah ini maksudnya
adalah cara perusahaan memberikan upah kepada buruh/karyawannya,
menurut Ahmad Syakur dan sistem ini didalam teori ada beberapa

macam sebagai berikut:®

a. Sistem upah jangka waktu

Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah
menurut jangka waktu tertentu, misalnya pemberian upah dihitung
dengan perjam, harian, mingguan, atau bulanan. Sistem ini dipakai
untuk jenis pekerjaannya yang hasilnya sulit dihitung perpotong.

Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena

karyawan tidak tergesa-gesa, akan tetapi perlu pengawasan untuk

30 Ahmad Syakur, Upah Dalam Pandangan Ekonomi Islam Studi atas Pemikiran Hizbut Tahrir,
(Kediri: Stain Kediri, 2016), hal. 24.
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memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja yang
sudah ditentukan oleh perusahaan.®

b. Sistem upah borongan

Sistem upah borongan adalah upah yang dibayarkan kepada karyawan
bukan atas dasar atau satuan waktu. Seperti harian, mingguan, dan bulanan
melainkan atas dasar satuan barang yang harus dikerjakan atau pekerjaan dan
pemberian upah ini berdasarkan kerja dan penerima kerja. Sistem upah ini hanya
dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut peraturan atau

ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, sebagainya.

c. Sistem upah bagi hasil
Sistem upah bagi hasil adalah suatu dalam pemberian upah
yang dilakukan dengan memberikan bagian tertentu, dimana
haryawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan.®
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkat
upah tenaga kerja menurut Payaman Simanjuntak diantaranya sebagai
berikut::
a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja
Upah cenderung tinggi apabila jumlah pekerjanya terbatas
sedangkan permintaannya banyak, misalnya pekerjaan yang

membutuhkan ketrampilan dan skills tinggi, penawaran tenaga

31 bid 24.

327, Gilarso, Pengantar, hal, 216-217.

33 payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: LPFEUI, 2011),
hal. 143.
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kerja rendah dan jumlah tenaga kerja langka, maka tingkat upah
cenderung tinggi dan begitu pula sebaliknya.
b. Produktivitas
Semakin tinggi produktivitas kerja maka akan mengurangi
biaya produksi dan nambah keuntungan perusahaan sehingga upah
yang diterima pekerja juga semakin tinggi. Maka produktivitas juga
menunjukkan prestasi kerja.
c. Kebijakan pemerintah
Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan turut
mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah, misalnya, melalui

penetapan upah minimum.

6. Permasalahan Dalam Pengupahan

Permasalah dalam pengupahan ini ditimbulkan oleh hal-hal
sebagai berikut:*

Pertama, bahwa pengupahan karyawan pada umumnya
mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah.
Bagi seorang pengusaha upah dapat dipandang sebagai beban, karena
semakin besar upah yang dibayarkan kepada karyawan, maka semakin
kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha. Segala sesuatu yang
dikeluarkan ~ oleh  pengusaha maka  sehubungan  dengan
mempekerjakan seseorang dipandang sebagai komponen upah (gaji,

tunjangan, cuti, dan sebagainnya). Di lain pihak, karyawan

% 1bid. 131.
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menganggap upah hanya sebagai apa yang diterimanya dalam bentuk
uang.

Kedua, bahwa upah dibidang pengupahan berhubungan dengan
keanekaragaman sistem pengupahan. Proposi dalam bagian bentuk
natura dan fringe benefits besarnya tidak seragam antara perusahaan
yang satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan kesulitan dalam
perumusan kebijakan nasional, misalnya dalam hal pajak pendapatan,
upah minimum, upah lembur dan lain-lainnya.

Ketiga, bahwa maslaah ini yang dihadapi dibidang pengupahan
adalah rendahnya tingkat upah atau pendapatan masyarakat/karyawan.
Banyak karyawan yang berpenghasilan rendah dan upah banyak yang
dibayarkan di bawah kebutuhan hidup minimum para pekerja.
Hubungan Upah dan Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan dalam tenaga kerja merupakan fungsi tingkat upah.
Semakin tinggi tingkat upah maka semakin kecil permintaan
pengusaha tenaga kerja. Setiap perusahaan mempunyai jumlah dan
fungsi permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya
perusahaan atau produksi, jenis usaha, penggunaan teknologi, serta
kemampuan manajemen dari pengusaha yang bersangkutan.

Upah tenaga kerja bagi perusahaan merupakan biaya produksi
sehingga dengan peningkatan upah tenaga kerja akan mengurangi
keuntungan perusahaan. Pada umumnya untuk memaksimalkan

keuntungan perusahaan, disamping itu dengan cara meminimalkan
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biaya begitu juga mengoptimalkan input produksi. Dengan
meningkatkan biaya produksi maka berpengaruh dengan permintaan

tenaga kerja.*®

B. Konsep Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Suatu keberhasilan membangun perekonomian dipengaruhi oleh
faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap
hal yang perlu dilakukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang
dan jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok
peralatan Gedung, tenaga kerja, mesin, dan modal yang secara garis
besar yang dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non
manusia.*®

Menurut Undang-undang yang sudah diterapkan dalam
Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja yang
memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal
1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan dan menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai
perencanaan tenaga kerja dan

informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan Kkerja, Pelatihan

35 Dheni Purwaningtyas, Analisis Pengaruh Tingkat Upah dan Volume Produksi terhadap

Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Kerupuk Di Kabupaten Kendal, (Skripsi:
Universitas Diponegoro Semarang, 2015), hal. 34.
36 N. Gregory Mankiw, Makro Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 213.
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kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi
lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga Kkerja.*’
Masalah dalam ketenagakerjaan sendiri terus menerus mendapatkan
perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, Lembaga
pendidikan, masyarakat dan keluarga. Sedangan pemerintah melihat
permasalahan ketenagakerjaan sebagai salah satu pembangunan
nasional, oleh karena itu ketenagakerjaan pada hakikatnya adalah tenaga
pembangunan yang banyak keberhasilan terhadap pembangunan
bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagakerjaan itu sendiri.
Dimana ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara
optimum,

2. Menciptakan pemerataan ~ kesempatan  kerja  dan
menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan
nasional,

3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraannya, dan

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah dapat
menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan
tenaga kerja yang dimaksud agar dapat dijadikan dasar dan acuan

dalam penyusunan kebijakan. Strategi dan implementasi program

37 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
Pembangunan ketenaga kerjaan yang diarahkan untuk meningkatkan
kualitas dan kontribusi dalam pembangunan serta melindungi hak dan
kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Tenaga kerja adalah orang yang mampu atau mengerjakan sesuatu,
orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di

luar hubungan kerja.®

Menurut Simanjuntak, tenaga kerja mencakup pendudukan yang
sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dna yang
melalukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
Mencari seorang pekerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga
walaupun tidak bekerja. Tetapi secara fisik maupun sewaktu- waktu
dapat mengikuti bekerja.  Pengertian tentang tenaga kerja yang
dikemukakan oleh Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas
dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau
bunuh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikutan hubungan
kerja.*

Menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa tenaga kerja sebagai
penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh

penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan

38 Departemen Pendidikan Nasional, Kampus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pt Gramedia
Pustaka Utama, Cetakan Empat, 2011).
3 Hardijan Rusli, Hukum KetenagaKerjaan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 12-13.
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jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika mereka
berpartisispasi dalam aktifitas tersebut.*

Menurut Murti, tenaga kerja adalah suatu yang menawarkan
keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa
agar perusahaan dapat keuntungan dan untuk itu perindividu akan
mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan keterampilan atau
kemampuan yang dimiliki.*

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampun
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun ka atas yang
Ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang
dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan keluarganya.

2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung
untuk bekerja pada suatu instansi. Kesempatan kerja ini menampung
semua tenaga kerja yang sudah di sediakan lapangan pekerjaan untuk
mencukupi kebutuhan sehingga banyaknya tenaga kerja yang tersedia.
Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja yang meliputi upaya-
upaya untuk mendorong pertumbuhan dan

perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah

40 Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014), hal. 71.

41 Murti Sumarni & John Suprihanto, Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan,
(‘Yogyakarta: Liberty, 2014), hal. 5.
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dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan
seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Kesempatan
kerja mengandung pengertian bahwa besarnya kesediaan usaha
produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam
proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan
yang tersedia untuk bekerja yang ada suatu saat dari kegiatan ekonomi

Kesempatan kerja dapat tercapai apabila terjadi permintaan tenaga
kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja
juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. kesempatan
kerja menurut Tambunan adalah termasuk lapangan pekerjaan yang
sudah diduduki (employment) dan masih ada lowong. Dari lapangan
pekerjaan yang masih lowong tersebut adanya kebutuhan berarti
adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Besarnya
lapangan kerja yang masih ada lowong atau kebutuhan tenaga kerja
yang secara riil yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dan tergantung
pada banyaknya faktor, di antaranya yang paling utama adalah prospek
usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan tersebut. maka ongkos
tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan harga faktor-faktor
produksi lainnya yang bisa menggantikan fungsi tenaga kerja, misalnya
barang modal. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti
hanya  menciptakan lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha

peningkatan produktivitas
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kerja yang pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang
sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh setiap pekerja.*

Pada dasarnya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk
memperluas kesempatan kerja:*

1. Pengembangan industri terutama padat karya yang menyerap relatif
dan banyak tenaga kerja dalam proses produksi; dan

2. Melalui berbagai proyek pekrjaan umum seperti pembuatan jalan,
saluran air, bendungan jembatan dan sebagainya.

Tenaga kerja yang memproduksi akan memperoleh balas jasa atau
imbalan yang berupah/gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja
yang berproduksi maka semakin banyak warga masyarakat yang
memperoleh atau mendapatkan penghasilan. Tetapi kenyataannya
sering berbeda, dan inilah beban pemerintah dan masyarakat dalam
mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. Penyerapan tenaga kerja
selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh pendapatan
penghasilan bagi tenaga kerja yang berkaitan dengan pendapatan,
sehingga jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pekerjaan
yang mempengaruhi jumlah pendapatan. Semakin tinggi jumlah
pendapatan barang dan jasa, maka kemungkinan dilakukan inestasi,
dengan adanya investasi berarti akan memperbesar kebutuhan

penyerapan tenaga kerja, akan tetapi meningkatkan keterampilan

42 Tambunan, Op.Cit. hal. 80.

43 Moch Heru Anggoro, Jurnal: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan
Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Surabaya).
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bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja dan
peningkatan pertumbuhan.
Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja sangat penting dalam masyarakat karena
merupakan salah satu faktor potensial untuk membangun
perekonomian secara keseluruhan. Tenaga kerja menjadi sangat
penting perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
karena dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa
produk domestik regional bruto (PDRB), karena pertumbuhan
semakin besar, maka semakin besar juga angkatan kerja yang akan
mengisi produksi sebagai input. Tenaga kerja merupakan faktor yang
terpenting dalam proses produksi. Sebagai sara produksi, tenaga kerja
lebih penting dari pada sarana produksi yang lain seperti bahan
mentah, tanah, air, dan sebaginya.
Penyediaan Tenaga Kerja

Penyediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sedang
mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Secara umum penyediaan
tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah
penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-
lainnya. Penyediaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh jumlah

penduduk dan struktur umur yang sudah mencukupi usia untuk
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bekerja. Semakin banyak penduduk dalam usia anak-anak, maka
semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja.*

Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang
bekerja setiap minggu, sedangkan lamanya orang bekerja setiap
minggu tidak sama. Dengan adanya orang yang bekerja penuh. Akan
tetapi banyaknya juga orang yang bekerja hanya beberapa jam setiap
seminggu atas keinginan dan pilihan sendiri atau karena terpaksa
berhubung terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Oleh karena
itu, penyediaan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan
memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi perlu juga
memperhatikan beberapa jam setiap orang itu bekerja dalam
seminggu. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat
produktivitas kerja. Banyaknya orang yang bekerja keras akan tetapi
banyak juga orang yang bekerja dengan hanya sedikit usaha. Maka hasil
yang diperoleh dari dua cara bekerja tersebut tentu akan berbeda.
Produktivitas kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-
tiap individu, tingkat pendidikan dan pelatihan yang sudah diterima, dan
kemampuan manajemen. Orang yang berpendidikan dan/atau pelatihan
yang vlebih tinggi pada dasarnya mempunyai produktivitas kerja yang
lebih tinggi juga. Manajemen yang relatif baik akan mampu
mengarahkan karaywannya untuk berproduktivitas kerja yang

lebih tinggi.

4 Tambunan, Op.Cit. hal. 97.
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Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga

kerja untuk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya adanya suatu
keadaan yang menggambarkan ketersediannya pekerja atau lapangan
pekerjaan untuk diisikan yang sedang mencari pekerjaan. Penyerapan
tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi dan
tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk
yang bekerja terserap dan tersebar di sebagai sektor perekonomian.
Terserapnya penduduk bekrja yang disebabkan oleh adanya
permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat
dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. penduduk yang bekerja
terserap dan tersebar diberbagai sektor, maka setiap sektor mengalami
pertumbuhan yang berbeda demikian juga setiap sektor berbeda dalam
penyerapan tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut
mengakibatkan dua hal, yaitu:

1. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-
masing sektor.

2. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam
penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap
pendapatan.

Penduduk vyang terserap. Tersebar di berbagai sektor
perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya

menghasilkan barang dan jasa relatif besar. Setiap sektor mengalami
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laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan
setiap sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Jadi yang dimaksud
dengan penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang
yang bekerja. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja
merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit
usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah
jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.*
C. Konsep Kesejahteraan Karyawan
1. Definisi Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan suatu bentuk usaha yang
digunakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan semangat
kerja karyawan. Pelayanan kesejahteraan karyawan merupakan
rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk
kepada karyawan diluar gaji, biasanya berupa uang lembur, tunjangan
hari raya, asuransi, jamsostek dan lain sebagainya. Pelayanan
kesejahteraan  karyawan yang dimaksud untuk memberikan
keseimbangan dalam memperoleh keamanan dalam segi fisik dan
psikis bagi karyawan dan keluarganya menciptakan ketenangan,
semangat kerja, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap
perusahaan.

Menurut pandangan dari seorang pakar ilmu manajemen sumber

daya manusia menjelaskan bahwa kesejahteraan karyawan adalah balas

4 Michael Todaro. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. (Jakarta: Erlangga 2000), hal. 89.
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jasa perlengkapan (material dan non material) yang diberikan
berdasarkan kebijaksanaan, dan bertujuan untuk mempertahankan
kondisi fisik dan mental karyawan, agar produktivitas kerja karyawan
lebih meningkat.*

Kesejahteraan karyawan adalah suatu perusahaan sebagai balas
jasa perlengkapan berupa uang dan tunjangan atau fasilitas dan
penghargaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung
berdasarkan kebijaksanaan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam
rangka mempertahankan karyawan dan memperbaiki kondisi secara
fisik maupun mental psikologis karyawan agar sejahtera dan
produktivitas kerjanya meningkat. Sedangkan menurut moekijat
kesejahteraan karyawan adalah sebagai setiap pelayanan atau
kenikmatan yang diberikan oleh seorang pengusaha sebagai tambahan
gaji dan upah biasa.*

Kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh perusahaan untuk
pekerja berdasarkan keanggotaanya sebagai bagian perusahaan bukan
berdasarkan kinerjanya. Kesejahteraan karyawan dalam konteks
hubungan industrial yang diberikan perusahaan berdasarkan peraturan
yang berlaku dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan
fisik dan mental pekerja beserta keluarganya sebagai manusia yang
memiliki harkat dan martabat. Kesejahteraan yang diberikan berupa

kompensasi finansial dan nonfinansial berupa fasilitas dan pelayanan

46 Sukmawati Marjuni, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Makasar: CV. SAH MEDIA, 2015),

him. 135.

47 Moekijat, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pionir Jaya, 2003), him. 222.
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yang dapat dinikmati oleh pekerja sehingga dapat menciptakan

semangat kerja dan sikap loyak pekerja.*

2. Tujuan dan Prinsip Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan yang diberikan perusahaan untuk karyawan

hendaknya bermanfaat dan mendorong untuk tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan

pemerintah. Adapun tujuan pemberian program kesejahteraan yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada
karyawan.

Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi
karyawan beserta keluarganya.

Motivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja bagi
karyawan.

Menurunkan tingkat absensi dan turun over karyawan
Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta
nyaman.

Membantu lancarnya pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan.
Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan.
Mengefektifkan pengadaan karyawan.

Membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan

kualitas karyawan.

48 Nia Oktavia Ningsih, dkk Peran Serikat Pekerja Dan Manajemen Dalam Membina Hubungan
Industrial, (Studi pada PG. Kebun Agung Malang), Jurnal (Malang: Fakultas [lmu Administrasi
Universitas Brawijaya, 2015), him. 4.
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10) Mengurangi  kecelakaan kerja dan kerusakan peralatan

perusahaan.

Meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya.*

3. Program Kesejahteraan Karyawan

Program kesejahteraan karyawan dirancang dan diselenggarakan
untuk memelihara karyawan, meningkatkan loyalitas kerja, serta
melindungi dan keamanan setiao karyawan. Perusahaan menyadari
tidak ada yang abadi di dunia ini oleh karena itu sebaiknya perusahaan
mempunyai pedoman dalam menhadapi situasi dan kondisi yang tidak
pasti. Salah satu cara yang tidak dilakukan oleh perusahaan yaitu
membentuk suatu program pelayanan kesejahteraan karyawan yang
meliputi asuransi, pemberian fasilitas, pension, dan lain sebagainya.

Program kesejahteraan karyawan adalah tunjangan-tunjangan
dan peningkatan kesejahteraan karyawan yang pemberiannya tidak
berdasarkan pada kinerja karyawan tetapi didasarkan kepada
keanggotaannya sebagai bagian dari organisasi serta karyawan sebagai
seorang manusia yang memiliki kebutuhannya secara normal dan
bekerja lebih baik. Program kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh
perusahaan untuk karyawannya hendaknya bermanfaat, sehingga dapat
mendorong tercapainya tujuan perusahaan yang lebih efektif.

Program kesejahteraan kaeryawan sebaiknya sesuai dengan ketentuan

49 yati Suhartini dan Tri Septiningsih, Pengaruh Kesejahteraan Karyawan Terhadap Motivasi
Kerja Karyawan Pada RSU Rachma Husada Bantul, Yogyakarta, Jurnal (Yogyakarta: Universitas
PGRI Yogyakarta, 2014), him. 3.
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yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan tidak melanggar peraturan

pemerintah.%

4. Jenis-jensi Kesejahteraan Karyawan

Berbagai jenis program kesejahteraan kepada karyawan, seperti

yang diutarakan oleh Malayu S.P. Hasibun dalam table dibawah ini.%

Tabel 2.1

Jenis-jenis Kesejahteraan Karyawan

No Ekonomi Fasilitas Pelayanan

1 Uang Pensiun Tempat Ibadah Kesehatan

2 Uang Makan Kafetaria Moabil Jemputan

3 Uang Transport Olahraga Penitipan Bayi

4 Tunjangan Hari Kesenian Bantuan Hukum

Raya

5 Bonus Pendidikan Penasihat
Keuangan

6 Uang Duka Cuti Asuransi

7 Pakaian Dinas Koperasi Kredit Rumah

8 Uang Pengobatan Izin

%0 1bid. 3.
>1 1bid. 4.
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5. Bentuk-Bentuk Program Kesejahteraan Karyawan

Program Kkesejahteraan karyawan yang diberikan oleh

perusahaan dalam mewujudkan finansial dan non finansial yang

bersifat ekonomis. Pelaksanaannya harus deprogram dengan sebaik-

baiknya supaya bermanfaat bagi karyawan perusahaan dan masyarakat.

Menurut  Heidjrachman Ranupandoyo, program kesejahteraan

karyawan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Program Kesejahteraan Ekonomi Karyawan, terdiri dari:

B

2.

Pensiun

Perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu secara
berkala pada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah
mereka melakukan beraktivitas dalam waktu yang bercukup lama
atau setelah mencapai batas usia tertentu. Di Indonesia pada
umumnya yang memperoleh pension adalah pegawai negeri
atau pegawai perusahaan negara yang diatur oleh Undang-
Undang yang berlaku, sedangkan perusahaan swasta tidak
semuanya menjalakannya.
Asuransi

Bermacam-macam asuransi yang menawarkan jaminan
kepada para karyawan yang berupa santunan seperti bila
karaywan berhenti bekerja, terjadi kecelakan, atau meninggal

dunia.
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3. Pemberian Kredit
Pemberian kredit kepada karyawan yang membutuhkan
dana, bisa diorganisir oleh manajemen atau bisa juga
karyawannya sendiri dengan mendirikan perkumpulan atau
koperasi simpan pinjam.
b. Program Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari:
1. Kegiatan Olahraga
Penyediaan fasilitas olahraga kepada karyawan, tujuan
bisa sekedar untuk memeliharankan kesehatan atau untuk
mengejar prestasi.
2. Kegiatan Sosial
Kegiatan yang diadakan perusahaan untuk karyawan
sebagai kegiatan penyegaran, misalnya acara darmawisata
untuk saling mengakrabkan anggota organisasi, kegiatan donor
darah, kegiatan untuk menyambut hari besar keagamaan.
c. Program tambahan fasilitas, terdiri dari:
1. Kantin atau Kafetaria
Tunjangan  untuk  membantu  karyawan  dalam
menyediakan makanan bergizi dan berhigienis. Tidak jarang ada
perusahaan yang memberikan fasilitas penyediaan makanan satu
kali sehari bagi karyawannya.

2. Fasilitas Perumahan
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Perusahaan dapat menyediakan perumahan atau tunjangan
untuk menyediakan perumahan.
3. Fasilitas Kesehatan
Perusahaan dapat menyediakan ruang kesehatan beserta
dokter atau sekedar tunjangan kesehatan dan bekerja sama dengan
rumah sakit yang terdekat.
4. Fasilitas Pendidikan
Perusahaan dapat memberikan kesempatan pada karyawan
untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan karyawan, missal ruang perpustakaan atau
menyekolahkan karyawan atau dapat beasiswa dan prestasi.
5. Fasilitas Transportasi
Perusahaan dapat menyediakan kendaraan bagi karyawan
untuk karyawan, terutama bagi karyawan yang rumahnya jauh
dari perusahaan.®?
6. Program Kesejahteraan Karyawan Yang Efektif
Program kesejahteraan karyawan dapat menjadi kurang efektif
apabila program tersebut tidak mampu menghasilkan manfaat yang
maksimum atau tidak mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan,
sehingga biaya pembelanjaan program tidak dapat ditutup dengan
kenaikan produktivitas. Agar program kesejahteraan karyawan lebih

efektif maka perlu di perhatikan hal sebagai berikut:

52 Hedjrahman Ranupardoyo, Prinsip Pendisplinan, (Yogyakarta: FE UGM, 2015), him. 276-278.
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a. Tujungan Program
Kesejahteraan  karyawan harus direncanakan dan
ditentukan dengan baik karena akan berpengaruh dengan
perusahaan, maka sebaiknya program terdiri dari kombinasi yang
baik.

b. Partisipasi Karyawan

Salah satu sayarat agar program kesejahteraan berhasil
dengan baik adalah partisipasi dan dukungan dengan baik agar
bisa memperoleh kerjasama diantaranya manajemen denagn
karyawan.

c. Pengendalian Biaya

Perusahaan mempunyai masalah utama yang sering
dihadapi yaitu makin meningkatnya biaya penyelenggaraan
program kesejahteraan maka perusahaan perlu menentukan
dengan lebih berhati-hati.

d. Maslah Yang Timbul Dari Pelaksanaan Program Kesejahteraan
Pada umumnya perusahaan menganggap kesejahteraan karyawan
akan mendorong motivasi kerja karyawan, sehingga dirasakan
lebih cukup berharga untuk mengeluarkan biaya yang digunakan

keperluan itu.%

53 T Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPE Yogyakarta, 2014), him. 34.
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Peraturan Pemerintah Tentang Kesejahteraan
Demi kesejahteraan karyawan dan seluruh pekerja di Indonesia,
pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan dalam UU

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kebijakan ini disebut

sebagai Unadang-undang Ketenagakerjaan. Adapun bunyi pasal 99-

100 sebagi berikut:

Pasal 99

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan
sosial tenaga kerja.

(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dan dilaksanakan/dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 100

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan bagi pekerja/buruh
dan keluarganya yang pengusaha wajib menyediakan fasilitas
kesejahteraan bagi karyawannya.

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan karyawan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan
kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaannya.

(3) Ketentuan yang mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan
karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran

kemampuan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
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(1) dan (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sudah
ditentukan.

Pasal 101

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, yang dibentuk
koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktivitas yang ada di
perusahaan.

(2) Pemerintah, pengusaha dan pekerja/lburun atau  serikat
pekerja/serikat buruh berupaya menumbuh dan mengembangkan
koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pembentukan koperasi sebagaiman yang dimaksud dalam ayat (1),
yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(4) Upaya-upaya untuk menumbuh dan mengembangkan koperasi
pekerja/buruh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), yang
diatur atau sudah ditentukan dengan Peraturan Pemerintah yang

perlaku.>

5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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DATA PENELITIAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. HM.
SAMPOERNA TBK DI KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN
LAMONGAN
A. Gambaran Umum
1. Profil/Sejarah Perusahaan
Mitra Produksi Sigaret (MPS) Brondong adalah perusahaan

yang berkerjasama dengan perusahaan rokok antara Koperasi Unit
Desa Minatani Brondong dengan PT. HM. Sampoerna Tbk, yang
mulai berdiri sejak bulan Mei 1994 hingga saat ini. MPS ini
diresmikan pada tanggal 30 Mei 1994 oleh Gubernur Jawa Timur
Bapak Basofi Sudirman dengan jumlah paket satu dengan karyawan
sebanyak 480 orang. Pada tahun 1996 berkembang dan bertambah
menjadi 1,5 paket dengan jumlah karyawan 720 orang. Pada tahun
2000 bertambah menjadi 2 paket dengan jumlah karyawan 960 orang dan
pada tahun 2003 berkembang lagi menjadi 2,75 paket dengan jumlah
karyawan 1.912 karyawan. Saat ini MPS Brondong memiliki paket 2,17.
Kemitraan tersebut dalam bidang jasa pelintingan rokok, yang
prosesnya mulai dari bahan setengah jadi sampai produk siap jual.
Kapasitas produksi saat ini sudah mencapai 1.000 box per

minggu. Manajemen PT. HM. Sampoerna Tbk, menepatkan porsenil

54
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perwakilannya memonitoring pencapaian Kualitas, Produktifitas, Cost,
Compliance, Organization, Capability.

MPS Brondong dalam setiap kegiatannya telah menerapkan
prinsip-prinsip  keselamatan kerja dengan menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Keberhasilan
MPS Brondong - KUD Minatani dalam menjalankan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) terletak pada
komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Hal tersebut
dibuktikan dengan diraihnya penghargaan yaitu diantaranya kecelakan
nihil (zero Accident Award) pada beberapa tahun belakangan ini.

Setiap karyawan berkewajiban untuk mendukung tujuan
manajemen diatas dengan memulai tindakan yang selamat dari dirinya
sendiri, taat terhadap peraturan dan instruksi keselamatan kerja yang
berlaku di tempat kerja. Memiliki tempat kerja yang selamat, aman dan
nyaman adala dambaan bagi setiap karyawan MPS Brondong — KUD
Minatani.

Kita semua harus yakin bahwa sebenarnya semua kecelakaan
dapat di hindari, oleh karena itu bekerja tanpa kecelakaan adalah
merupakan sasaran yang sangat masuk akal. Harapan kita bersama,
dengan bekerja secara benar di lingkungan yang sehat, selamat dan
menyenangkan akan meningkatkan gairah bekerja yang tinggi yang pada
akhirnya akan memberikan nilai tambahan yang tinggi bagi seluruh

karyawan dan perusahaan.
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2. Visi dan Misi
Sebagai perusahaan PT. HM. Sampoerna Tbk, harus mempunyai
sebuah visi dan misi yang mampu mengembangkan usaha dalam
perusahaan tersebut. Agar mampu lebih berkembang lagi adapun
inovasi dan misi-misinya:
e Visi
“Menjadikan MPS Brondong Mantap”
(mampum membangun potensi ekonomi untuk masyarakat sekitar)
e Misi
“Memberdayakan seluruh potensi MPS Brondong (karyawan,
managemen, asset, kepercayaan mitra dan nama besar perusahaan)
dalam menyelenggarakan perusahaan yang dikelola secara mandiri,
profesional, disiplin, berkualitas dan transparan”. %
3. Struktur Organisasi
Dalam menjalankan usaha pada PT. HM. Sampoerna Tbk, MPS

Brondong — KUD Minatani, maka dibentuk suatu struktur organisasi

sebagai berikut:

55 https://kudminatani.com.UnitPabrikRokokMPSBrondong-KUDM inatani
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Gambar 3.1

Penasehat Ketua

Sekst
Keselamatan Kesehatan Lingkungan

Kerja Kerja _Hidup

Sumber: Data Perusahaan PT. HM. Sampoerna Thk

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa struktur organisasi
yang ada di PT. HM. Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan ini merupakan sudah terstruktur dengan baik
dan dijelaskan dengan semestinya, tentunya untuk keperluan dalam
pengembangan dan kemajuan perusahaan yang ada di PT. HM.
Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini.

4. Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja
Jumlah karyawan yang bekerja di PT. HM. Samporna Tbk sebagai

berikut:
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Tabel 3.1
Jumlah Karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk.
Karyawan Laki-laki Perempuan Total
Jumlah 30 1.470 1.500

Sumber: Data Jumlah Karyawan PT. HM. Sampoerna Thk 2019.
Karyawan PT. HM. Sampoerna Thk rata-rata banyak perempuan
dari pada laki-laki. Semua karyawan berasal dari latar belakang yang
berbeda, ada yang sudah berkeluarga dan begitupun ada yang belum
berkeluarga. Para karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk rata-rata
karyawannya bekerja tetap.
Inovasi PT. HM. Sampoerna Tbk
PT. HM. Sampoerna Tbk mempunyai tujuan perusahaan yang

bertanggung jawab secara sosial, di tingkat lokal maupun global.
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B. Hasil Temuan
Kerangkai Pemikiran

Gambar 3.2

PT. HM. Sampoerna
' Tbk

i

*

| HRD (human K
resource i aryanan
departement) = =
I . | =
| : | , &
' > ]
R Kiner Produktivitas Kesejahteraan
emajuan inerja Karyawan Karyawan
Perusahaan Karyawan | *

Dari adanya perusahaan saya melihat dari dua sudut pandangan
yaitu dilihat dari HRD (human resource department) dan Karyawan
perusahaan. Dimana HRD (human resource department) memiliki dua
sudut pandang yaitu kemajuan perusahaan dan kinerja karyawan.
Sedangkan karyawan sendiri memiliki dua sudut pandang vyaitu
produktivitas karyawan dan kesejahteraan karyawan.

1. Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja PT. HM. Sampoerna Tbk,
di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
a. Kondisi Pengupahan Tenaga Kerja
Kondisi pengupah tenaga kerja di perusahaan PT. HM.
Sampoerna Tbk adalah proses penerimaan gaji yang diberikan

kepada karyawan tidak bulanan tetapi sistem penggajian di
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perusahaan yaitu setiap mingguan. Tetapi gaji yang diberikan kepada
perusahaan untuk karyawan sesuai dengan UMK Lamongan
yang berlaku pada saat ini. Dan di perusahaan juga punya hak-
hak dan sudah terpenuhi semua karyawannya. (BPJS,
Ketenagakerjaan, Jamsostek, Hari tua dan semua sudah terpenuhi
selain gaji UMK). Selain ada hak-hak dalam perusahaan, perusahaan
juga mempunyai fasilitas seperti halnya cuti haid, dan premi
kehadiran, cuti hadi dalam perusahaan PT. HM. Sampoerna sendiri
itu, jika karyawan sedang menstruasi maka karyawan yang sedang
menstruasi tersebut mendapatkan upah dua kali selama satu bulan
dari perusahaan, sedangkan premi kehadiran sendiri, jika karyawan
selama satu bulan full bekerja, maka karyawan akan mendapatkan
upah lebih dari UMK Lamongan.

PT. HM. Sampoerna Tbk jumlah keseluruhan karyawan
1.500 dan berlokasi di Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan. Dalam perusahaan PT. HM. Sampoerna Tbk, di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini ada beberapa bagian
yang mengenai dalam pembuatan rokok sigaret, ada empat macam
bagian yaitu: 1. Bagian Giling, 2. Bagian Gunting, 3. Bagian
Packing, dan 4. Bagian Bandrol.

Sistem pengupahan di PT. HM. Sampoerna Tbk
Kecamatan Brondong itu bertahap-tahap maksudnya masa

pemagangan, training, pemula, dan tahap tertentu, pemula,
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lanjutan, trampil, mahar atau resmi itu pekerja tetap di perusahaan.
Sedangkan pengupahan dalam perusahaan PT. HM. Sampoerna
Thk Kecamatan Brondong ini sudah sesuai dengan UMR
Lamongan yang telah ditetapkan dan pemberian upah kepada
karyawan juga tepat waktu, sistem pemberian upah yang diberikan
kepada karyawan tidak bulanan tapi sistem penggajian kepada
karyawan tiap mingguan, pemberian upah juga liwat atm dan di
prusahaan juga punyak hak-hak dan karyawannya juga sudah
terpenuhi semua untuk karyawannya. Perusahaan juga memberikan
upah sesuai jam kerja dan selalu tepat waktu. Minimal jam kerja di
perusahaan (Sembilan) jam dan sistem pekerjanya juga borongan,
penghasilan yang didapat dari perusahaan juga tergantung target,
begitu juga karyawannya bekerja lebih dari jam kerja perusahaan
maka karyawannya akan mendapatkan penghasilan yang lebih dari
UMR. Oleh karena itu jika para karyawan bekerja di perusahaan
dan bekerjanya juga melebihi jam kerja maka itu sudah masuk jam
kerja lembur.

Melihat dari kondisi diatas menjelaskan bahwa kualitas
pengupahan di perusahaan vyaitu sistem penggajian setiap
mingguan dan begitu juga di perusahaan ada hak-hak yang sudah
dijelaskan diatas. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Asaroti

Jamaliyah sebagai Karyawan di perusahaan mengatakan bahwa
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“perusahaan memberikan upah sesuai jam kerja dan perusahaan di
tempat saya bekerja selalu memberikan gaji kepada karyawan tepat
waktu dan sesuai dengan UMR yang sudah ditetapkan’s®

Kebijakan dalam pengupahan tenaga kerja PT. HM.
Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini
memiliki keunggulan bagi karyawannya, karena karyawannya
sendiri merasa nyaman dan sejahtera dengan penghasilan yang
didapat dari perusahaan tersebut.

b. Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja PT. HM. Sampoerna Tbk, di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Kebijakan pengupahan tenaga kerja yang mengatur
tentang mekanisme penentuan upah di pasar kerja, pemerintah juga
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh/pekrja,
kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan
penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak
bagi buruh/pekerja.’

Menurut perusahaan kebijakan yang sudah di tentukan
oleh perusahaan PT. HM. Sampoerna Tbk Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan yang sudah teratur dalam UU
Ketenagakerjaan dan PKB (perjanjian pekerja bersama) yang dibuat

dan di sepakati oleh karyawan dengan perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumarjum sebagai Mandor di

5 Asaroti Jamaliyah, Sebagai Karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk, Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan, Wawancara, Pada Tanggal 12 April 2020.
5" Pasal 88 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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PT. HM. Sampoerna Tbk Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan mengatakan bahwa:

“gaji yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan UMK
Lamongan yang sesuai saat ini, dan begitu juga sistem penggajiannya
setiap mingguan, jadi penggajian/pengupahan selama satu bulan
yaitu empat kali penggajian dan sistem penggajian melalui atm dan
mentaati peraturan dan sesuai uu yang berlalu”

Berdirinya perusahaan PT. HM. Sampoerna Tbk yang
didirikan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk
meningkatkan dan mensejahterakan para pekerja atau memberikan
kesempatan dan memberikan lowongan pekerjaan yang belum
mendapatkan pekerja agar semua masyarakat di Kabupaten
Lamongan tidak mengalami pengangguran dimasa yang akan datang.

2. Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan PT. HM.
Sampoerna Tbk, di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
a. Kondisi Kesejahteraan Karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk, di

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Kebijakan dalam perusahaan sendiri untuk memberikan
kenyamanan dan  keamanan bagi  pekerja/karyawannya.
Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkapan (material dan

non material) yang diberikan berdasarkan kebijakan. Tujuannya

untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik

58 Sumarjum, Sebagai Mandor PT. HM. Sampoerna Tbk, Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan, Wawancara, Pada Tanggal 15 April 2020.
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dan mental karyawan agar semangat kerjanya meningkat. Begitu
besarnya arti dan manfaat kesejahteraan bagi karyawan sehingga
mendorong manajer menetapkan program kesejahteraan karyawan.
Program kesejahteraan karyawan harus disusun berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan, berdasarkan keadilan dan
kelayakan (internal dan eksternal konsistensi) dan berpedoman
kepada kemampuan karyawan.%

Kondisi kesejahteraan karyawan meliputi sarana dan
prasarana di PT. HM. Sampoerna Tbk Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan ini yang cukup memadai, seperti
ketersediaan tempat ibadah (musholla), kantin, koperasi simpan
pinjam, dan tempat kerja yang nyaman.

Untuk melihat dan mengetahui kondisi karyawan di PT.
HM. Sampoerna Tbk. Berdasarkan wawancara dengan Ibu lir Ira
Wati sebagai karyawan di perusahaan mengatakan bahwa:

“kalau masalah kesejahteraan karyawan kurang lebih pasti
sejahtera, karena hasil yang didapat karyawan dari perusahaan
sendiri merasa puas, karena kebutuhan karyawan sendiri sudah
terjamin dari perusahaan, terkecuali anak pemagangan tidak
mencapai target baru keluar’®

Tujuan dalam pemberian fasilitas kesejahteraan karyawan

adalah mempertahankan karyawan dalam jangka panjang.

Pemberian fasilitas kesejahteraan karyawan sangatlah penting dan

59 Mardhtilah Zuhara, Peran Program Kesejahteraan Karyawan Dalam Meningkatkan Semangat
Kerja Karyawan Di Alfamart Bumi, (Bengkulu: FEBI SE, 2019), him. 56

80 Tir Ira Wati, Sebagai Karyawan di PT. HM. Sampoerna Thk, Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan, Pada Tanggal 15 April 2020.
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manfaat bagi pekerjanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan
mental karyawan dan beserta keluarganya.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan itu atas dasar
UU vyang berlaku. Sedangkan tujuan untuk memberikan
kesejahteraan karyawan agar karyawan merasa nyaman saat
bekerja, maka karyawan mendapatkan sarana-prasarana yang
cukup memadai untuk karyawannya, tempat kerja yang nyaman
dan kondusif, serta gaji sesuai dengan UMR Lamongan, dan
hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawannya.

Untuk mengetahui perusahaan PT. HM. Sampoerna Thk
sudah menyediakan fasilitas untuk karyawannya.  Berdasarkan
wawancara dengan lIbu Rifa’atul Maulani sebagai karyawan di
perusahaan mangatakan bahwa:

“Selain memberikan upah perusahaan juga membrikan
beberapa jaminan kesehatan, jaminan kecelakan, jaminan
kematian, jaminan keluarga, BPJS, uang pesangon kalau bekerja
bertahun-tahun di perusahaan tersebut, jamsostek, jaminan kelahiran,
cuti haid, THR (tunjangan hari raya), THT (tunjangan hari tua), cuti
tahunan, natal, lebaran, parsel, uang bonus dan ada juga biaya
pendidikan untuk anak karyawannya yang berprestasi atau
mendapatkan beasiswa, kalau anak yatim dapat sembako dan
uang,”®?

Suatu perusahaan menyediakan fasilitas yang cukup
memadai untuk karyawannya, maka para pekerja meningkatkan

kemampuan keryawan agar prestasi atau kinerjanya lebih baik

dengan cara pelatihan yang sudah disediakan atau diberikan oleh

61 Rifa’atul Maulani, Karyawan PT. HM. Sampoerna Thk, Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan, Wawancara Pada Tanggal 15 April 2020.
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atasan atau mandor kepada karyawan. Sedangkan perusahaan juga
menyediakan fasilitas yang sudah dijelaskan diatas.

Jumlah penerima beasiswa pada setiap semester dibatasi
dengan kuota tertentu disesuaikan dengan dana yang tersedia dan

untuk memicu prestasi yang lebih tinggi dengan kompetisi yang

lebih ketat.
Tabel 4.1
Data Beasiswa anak karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk.
Tingkat Jumlah kuota Beasiswa per
semester
SMP 25 2.000.000,00
SMA/SMK/Sederajat | 35 2.000.000,00
Diploma 25 4.500.000,00
S1 15 4.500.000,00

Data Internal: PT. HM. Sampoerna Thk (2019)

Berikut ini merupakan nama-nama karyawan beserta putra-

putinya yang menerima bantuan beasiswa.

DAFTAR NAMA KARYA\T\?AbGIi: I‘:l"lz' HM. SAMPOERNA Tbk.

NAMA KARYAWAN SISWA PENERIMA
BEASISWA

SITI KHUMAIRAH RISKA

APRILIYAH TITAN

WIWIN GIBRAN

DIAN NURMASARI RAISA

RIKA RAHMAWATI TIYA

TITIS FAMALIA DEVI

NUNUNG OVIANTI VITA

EMMALIA ALIF
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ANIK MATUS ZAKIYAH

GILANG

DWI LESTARI AINI
SUMARJUM ROSI

ENI SUSANTI MEIKA
NADHIFAH AZKA
DUWI LESTARI AZKA ISMAIL
SULAIDAH ZIDAN
KHOIRUL AFIFAH ZAFIR
MARILA PUTRI
SRI DEVI IRA
UMTIYANAH ZASQYA
IMMAH GITA
MARLIANA ZAHRA
SUDAHLIA WILDAN
ISTIQOMAH FAJAR
MIMPROWATI AZIZAH
MARIYATI CELSI
NANIK PUJI RAHAYU SINTA
WARMI FITRI
FIRA ' AMALIA IDA
ELISA TRIFANI PUPT
SILFIA ASTRIANI ENDANG
ELY KRISNAWATI KIKI
NUR INDAH WATI AZRIN
ROSANA WAHYUNI RIDA
FITRIYAH HANI
YESI YUDHA
AGUNG SAMSUDI YOGA
SAMSUL ARIFIN RAHMA
NURUDDIN DIKI
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PRASANTI ENDAH LESTARI ILLA
NUR INDAH WATI SINDI
SHOVI KARIMAH NATALIA
KUSIAH FILZA
IKAWATI RHAYU AUREL
NURUL HIDAYAH
KUSAROH ANGGI
ALIMAH FIKI
ULIK ARSYA
CICIK PARAMIDA HELVI
AINUN AISYAH
LULUK MITA
ISWATIN ANGGUN
MUSRIFAH N
AMELIYAH CHICA
ULUM MAROH DIMAS
NASUSIUL IBNU
DATUL TATA
DARNIK SAIFUL
LILIK SONY
SUMIYATON DILLA
NOVITA NAUFAL
YATOKAH AHUN
SIKNAP NASYA
FARIDA ALDI
IKANOVITA ZELLYN
KARTISAH FIROH
SITI ISYAROH WAHYU
RUBIAH YOGI
EVIYATI GALANG
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MARIA BAGUS
SITUWASI NASIK
SITI ANIMAH ANGGA
ANI MAHFUDLOH UDIN
SITIUMTIYANAH SULTHON
NIAYAH ANDRE
TULIS AKBAR
NIKEN RATU
HANIK SARAH
SI’ROH ARIFIN BELLA
NADIROH UBET
SUPIYATON DINDAH
MARFUAH HANUM
SULISTIAWATI DINA
CHOIRIYAH HARIS
DIYANATUL ULYAH KENZI
SITIJUWARIYAH ARI
WANDA HAMIDAH DESI
FATIHAH SARI
SUSI SUSANTI RISA
ANA FARIHA ANGEL
RANTI NELLA
NURISTA ERINA
TINI ALMA
AFIFAH ZULFA
LAILI QOMAR
RIDA BIMA
RISNAWATI SYAFA
WATI NAILA
MAMIK FANO
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IR

ABIL

DIANA

VIONA

Data Internal: PT. HM. Sampoerna Thk (2019)




BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja PT. HM. Sampoerna Tbk Di

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Kebijakan yang sudah ditentukan oleh perusahaan PT. HM.
Sampoerna Tbk di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini yang
sudah teratur dalam UU Ketenagakerjaan dan PKB (perjanjian kerja
bersama) yang dibuat dan disepakati oleh karyawan dengan perusahaan.
Dalam kebijakan pengupahan di perusahaan sendiri apabila karyawan
tidak melakukan pekerjaan atau tanggung jawabnya, perusahaan tidak
perlu membayarkan gaji. Namun, ada beberapa situasi tertentu di mana
perushaan tetap harus membayarkan gaji karyawan, yaitu: 1) kondisi
karyawan sakit, 2) karyawan wanita yang sakit pada hari pertama dan
kedua masa haid, 3) tidak masuk kerja karena menikah, istri melahirkan
dan anggota keluarga meninggal dunia dan lain sebagainya. PT. HM.
Sampoerna Tbk jumlah keseluruhan karyawan 1.500 dan berlokasi di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dalam perusahaan PT. HM.
Sampoerna Thk, di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini ada
beberapa bagian yang mengenai dalam pembuatan rokok sigaret, ada
empat macam bagian yaitu: 1. Bagian Giling, 2. Bagian Gunting, 3.
Bagian Packing, dan 4. Bagian Bandrol.

Sistem pengupahan di PT. HM. Sampoerna Thk Kecamatan

Brondong itu bertahap-tahap maksudnya masa pemagangan, training,
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pemula, dan tahap tertentu, pemula, lanjutan, trampil, mahar atau resmi itu
pekerja tetap di perusahaan. Sedangkan pengupahan dalam perusahaan ini
sudah sesuai dengan UMR Lamongan yang telah ditetapkan dan
pemberian upah kepada karyawan juga tepat waktu, sistem pemberian
upah yang diberikan kepada karyawan tidak bulanan tapi sistem
penggajian kepada karyawan tiap mingguan, pemberian upah juga liwat
atm dan di prusahaan juga punyak hak-hak dan karyawannya juga sudah
terpenuhi semua untuk karyawannya. Perusahaan juga memberikan upah
sesuai jam kerja dan selalu tepat waktu. Minimal jam kerja di perusahaan
(Sembilan) jam dan sistem pekerjanya juga borongan, penghasilan yang
didapat dari perusahaan juga tergantung target, begitu juga karyawannya
bekerja lebith dari jam kerja perusahaan maka karyawannya akan
mendapatkan penghasilan yang lebih dari UMR. Oleh karena itu jika para
karyawan bekerja di perusahaan dan bekerjanya juga melebihi jam kerja

maka itu sudah masuk jam kerja lembur.

B. Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk Di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan

Kebijakan dalam perusahaan untuk mensejahterakan karyawan
agar karyawannya tidak pindah ke perusahaan lain, maka perusahaan
memberikan tunjangan, kenyamanan, dan keamanan bagi pekerja/karyawan.
Selain tunjangan yang diberikan kepada karyawan vyaitu tunjangan

kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua dan
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lain-lain. Begitu juga untuk mempertahankan karyawannya maka pihak
perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan memberikan
kesejahteraan untuk karyawaanya, agar karyawannya ini bekerja dengan
yang baik dan sesuai target di perusahaan.

Menentukan fasilitas  kesejahteraan yang sesuai dengan
kemampuan perusahaan, dan karyawan menginginkan kebutuhan mereka
melalui fasilitas kesejahteraan karyawan tersebut. fasilitas kesejahteraan
yang ada pada PT. HM. Sampoerna Tbk ini ditujukan untuk memelihara dan
menciptakan semangat kerja dalam karyawan. Dengan demikian diharapan
sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Berbagai bentuk fasilitas
kesejahteraan yang diberikan PT. HM. Sampoerna Thk untuk karyawan
sudah terpenuhi dengan fasilitas, dari UMR dan cuti haid, cuti haid sendiri
jika ada karyawan yang ‘“menstruasi” dalam satu bulan sekali maka
karyawan tersebut mendapatkan upah dua kali dari perusahaan, ada juga
premi kehadiran, premi kehadiran itu dalam satu bulan full masuk bekerja
terus, maka pekerja tersebut akan mendapatkan bonus itu namanya premi
kehadiran, di perusahaan juga ada itensif, itensif itu masa kerja, masa
kerjanya dalam jangka waktu beberapa tahun.

Fasilitas dari perusahaan sendiri untuk karyawan sudah terpenuhi
semua. Misal ada cuti haid, premi, itsentif, jaminan sosial, jaminan sosial
bagi pekerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti bagian dari penghasilan yang

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan
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yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Uang Pensiun, uang pensiun ini diberikan kepada karyawan yang
telah melewati batas masa kerjanya selama bertahun-tahun bekerja di
perusahaan. Karyawan yang telah berumur 58 tahun akan menerima uang
pensiun. Tetapi sebelum pensiun, karyawan menjalani masa persiapan
pensiun selama dua tahun. Jadi ketika karyawan tersebut sudah tidak bekerja
tetapi masih mendapatkan uang gaji selama dua tahun sebelum masa
kerjanya habis. BPJS ketenagakerjaan (JAMSOSTEK) merupakan bagian
jaminan ketenaga kerjaan, agar para pekerja merasa lebih nyaman saat
melakukan pekerjaannya, dan begitu juga para pekerjanya sudah terjamin
atau sudah disediakan dari perusahaan. Seperti (kecelakaan kerja, sakit,
kematian, dan lain-lainnya)

Jaminan keluarga, jaminan keluarga ini yang sudah dijelaskan pada
karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk, jika karyawan bekerja di perusahaan
tersebut maka sekeluarga dapat jaminan keluarga dari perusahaan.
Tunjangan Hari Raya (THR) perusahaan memberikan tunjangan hari raya
ini hanya satu kali dalam satu tahun. Tunjangan cuti, tunjangan cuti yang
diberikan kepada karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk. Jaminan kematian,
jaminan kematian yang sudah disediakan dari perusahaan. Jika salah satu
karyawan yang bekerja di perusahaan maka karyawan tersebut dapat
jaminan kematian dari perusahaan. Dan begitu juga ada jaminan kelahiran

itu jika karyawan perusahaan yang sedang mengandung maka karyawan
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tersebut dapat jaminan dari perusahaan dan dapat bingkisan dari
perusahaan juga. Yang terakhir jika ada anak karyawan yang mendapatkan
prestasi atau beasiswa maka anak karyawan tersebut pantas mendapatkan
jaminan. Sedangkan anak yatim piatu dapat bantuan seperti uang dan
sembako dari perusahaan.

Elemen-elemen diatas menunjukkan bahwa Kebijakan Pngupahan
Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Karyawan PT. HM. Sampoerna
Tbk saling bekerjasama antara perusahaan dengan karaywannya untuk
meningkatkan  kualitas dan mutu bagi karyawannya maupun
perusahaannya, kedua komponen ini yang berupa Pengupahan Tenaga Kerja
serta Kesejahteraan Karyawan jika perusahaan PT. HM. Sampoern Tbk di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini bener-bener dikelola
dengan kualitas serta mutu yang sangat baik. Maka perusahaan PT. HM.
Sampoerna Thk ini akan menjadi perusahaan yang mandiri dalam mengelola
produksi rokok yang di cabang di Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan.



BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang sebagaimana
telah dijabarkan dan dikemukakan pada bab sebelumnya, maka oleh
karena itu pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan jawaban singkat dan tempat dari hasil pembahasan dan
penelitian, sedangkan pada saran merupakan rekomendasi atau masukan
terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang Analisis
Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Karyawan PT. HM. Sampoerna Thk di Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan, yang dilakukan oleh penulis maka
disimpulkan sebagai berikut:
1.  Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja PT. HM. Sampoerna Thk
di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Kebijakan dalam pengupahan tenaga kerja di PT. HM.
Sampoerna Thk yang sudah teratur dalam UU Ketenagakerjaan
dan PKB (perjanjian kerja bersama) yang dibuat dan di sepakati
oleh karyawan dengan perusahaan. Pengupahan tenaga kerja di
perusahaan tersebut sesuai dengan UMR Lamongan yang sudah
ditetapkan dan sistem penggajiaannya sangat baik bagi

karyawannya, karena sistem penggajian di perusahaan tersebut

76



77

tidak bulanan tetapi setiap mingguan penggajian dan penggajian
pada karyawannya sendiri tidak pernah telat dan tepat pada waktu.
Selain penggajian perusahaan juga punya hak-hak dan juga
kesejahteraan karyawannya sudah terpenuhi semua. Misalnya,
(BPJS ketenagakerjaan, jamsostek, hari tua, dan semua sudah
terpenuhi selain gaji umk).

Kebijakan dalam pengupahan PT. HM. Sampoerna Thk di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini memiliki
keunggulan bagi karyawan, karena karyawannya sendiri merasa
nyaman dan sejahtera dengan penghasilan yang didapat dari
perusahaan. Perusahaan PT. HM. Sampoerna Tbk ini jenis
produksi sigaret kretek tangan
Kebijakan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Melihat  kondisi kesejahteraan karyawan PT. HM.
Sampoerna Thk di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
meliputi sarana dan prasarana yang cukup memadai bagi
karyawannya dengan adanya program kesejahteraan karyawan,
maka karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk lebih efektif untuk
melakukan pekerjaannya.

Menyediakan fasilitas kesejahteraan karyawan yang sesuai

dengan kemampuan perusahaan, dan karyawannya untuk
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meningkatkan kebutuhan mereka melalui fasilitas kesejahteraan
karyawan tersebut. fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada
pada PT. HM. Sampoerna Tbk ini ditunjukkan untuk
memelihara dan menciptakan semangat kerja bagi karyawan.
Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan perusahaan

dapat tercapai.

B. Saran

1.

Bagi perusahaan dan pimpinan PT. HM. Sampoerna Tbk di
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk
memperhatikan kedua variabel yang menjadi penelitian ini yaitu
pengupahan tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan agar dapat
meningkatkan cara atau memberikan motivasi karyawan untuk
meningkatkan kesejahteraan para karyawan.

Pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan seluruh
tenaga kerja/buruh di Indonesia baik ketetapan UMR (upah
minimum regional) dan fasilitas yang diberikan suatu kebutuhan
tenaga kerja/buruh secara keseluruhan.

Saran peneliti untuk para peneliti selanjutnya untuk melanjutkan
penelitian ini dengan memberikan variabel-variabel yang dapat

mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan.
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